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PtrMEzuNTAH DAERAH
I(ABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

F,ERA.TURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR: 3 TAHUN2008

TENTANG
PEMBENTUK,TN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KAMPUNG

Menimbang :

Mengingat

DENGI.N RAHMAT TUT{AN YA}.IG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

a, bahwa untuk meiaksanal<etn ketentuan Pasal 2OO ayat (2)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun '2OO4 tentang

Pemerintahan Daerah .io Pasal 4 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 72'l'ahun 2005 tentang Desa, perlu

mengganti Peraturan I)ilerah Kabupaten Kepulauan

Sa:^', 'lic dan Talaud l\ornor 17 Tahun 2OOO ten.tang

P, 'itukan, Penghapusan dan Penggabungan

:tiUrI$i

,ahwa untuk maksud tr:rsebuL pada huruf a, perlu

,. ...r;kan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan

Sa.ngihe tentang Pernbentukan, Penghapusan dan
' Perr6, ingan Kampung.

' l ,Jndar:; :: rd Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pei::bentu,- ',,r:rfi.h-daerah Tingkat il di Sulawesi

(t 'rbaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan

Ler. r'a.n }Iegara RI lri,.:roor L822\ sebagaimana yang
uelal: liperbaharui derltir,i Undang-Undang Nomor 8
lahur )XO2 tentang Pembentuka:r I(abupaten Kepulauan

Tal,, .ii l:'r'ovinsi Slrlirvesi Utar- inbaran Nega.ra RI

Tahl, :002 Nomor '2-, Tambahi.. .tnbaran Negara RI

Nomt. ,l83); dan Urrciarrg-Undar::; ,,ilor 15 Tahun 2OO7

.rr1ta Pembentukan . Kabupi-. Kepulai;,rn Siau

,'agul.,. . :"iing Biaro di Provinsi Sra&r,wesri Utara (ti;eonobaran

Negara RI Tahun 2OOT Nomor t7, Tam.d.han Lembaran
Negara RI Nomor a691);
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Undang-Undang Nomor 1O Tahun 2OO4 tentang

Pernbentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara RI Tahun 2OO4 Nomor 53' Tambahan

Lembaran Negara RI Nomor a389);

Undang-Undang Nomcr 32 f}'frun 2OO4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2OO4

Nomor 125, Tarnbahan Lembaran Negara RI Nomor 4437\

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

NomorSTahun2oostentangPenetapanPeraturan
P:.merintah Pengeanti Unclang-Undang f'lomor 3 Tahun

2OO5 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32

Tahun2oo4tentangPemerintahanDaerahMenjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor

108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 45a81;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang'

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2oo4

Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
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5. Peratl-rr{rn Pemerintah Nomor 38

Penir'.i,rir'rl URrsan Pemerintahan

, tlntahan Daerah Provinsi dan

l: ,upaten/Kota (L'embaran Negara

. , Tambahan Lembaran Negara RI

Tahun 2OO7 tentang

lantara Pemerintah,,

Pemerinlahan Daerah

RI Tahun 2OO7 Nomor

Nomor a737);

Negeri Nomor 15 Tahun 2006

Produk Hukum Daerah;

\,

6. f'
tr

'"uran Menteri Dalam

.:1,,: :*tIiS dan BentUk

7 . 1 iI.Ura-fI

ntang

-jesa dan

Menteri Dalam Ne,leri Nomor 28 Tahun 2006

Pembentukan,Pet'rpuS3o'Penggabungan
Pembahan Status L-"- 'nenjadi Kelurahan'

Dengan. . .
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ir\i



-J-

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN MKYAT DAERAH KABUPATEN

,l

lr

KEPULAUAN SANGIHE
DAN

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TENTANG PEMBENTUKAN, PEhIGH.A,PUSAN DAN
PENGGABUNGAN KAMPUNG. ] ;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah;
c. Kepala Daerah adalerh Bupati Kepulauan Sangihe;
d' Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan i:ugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatunti Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
undang-Undang Dasar l'irr{ars. Republik Indonesia Tahun 194s;

e' Dewan Perwakilan Ralq' .'. Daerah yang selanjutnya disebut DpRD adalah
l,embaga Perwakilan ..;akyat Daerah sebagai urfsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah

f' Kampung adalah Kesa ., n masyarakat hukum yang memiliki batas-batas
wilayah yang berweni,' untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat Kampunr rdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat
yang diakui dan d" "-- :":ati dalam sistim Pemerintahan Nasional yang
berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
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g' Pemerintahan Kampung adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahani 
I

oleh pemerintah Kampung dan Majelis Trra_tua Kampung daram mengatu :

dan mengurLls kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul . 
' !

dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim
Pemerintahan Negara;

h. Pemerintah Kampung adalah xepara Kampung dan perangkat Kampung
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan K.*pung;

i' Kapitalaung adalah .sebutari' adat untuk xep"ta ru*prr.g ai Kabupaten 
i 

i

Kepulauan Sangihe;
j' Majelis Tua-tua Kampung selanjutnya disehut MTK adalah Lembaga yang

merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggarain pemerintahan 
i

Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung;
k. Pembentukan Kampung adalah penggabungan beberapa Kampung, atau 

Ibagian Kampung yang bersandi:rgan, atau pemekaran dari satu Kampung ,

menjadi dua iiampung atau lebih;
l. Perrghapusan i.lampung adalah tindakan l,eniadaan Kampung yang ada;
m' Penggabungan i''rri,rpuag acalai' Li.rdakan penyatuan dua ata.u lel,ih

Kampung men! *i satu Kampung

BAB II

PEMBENTUKAN KAMPUNG

Bagian Pertama

T\rjuan Pembentukan

Pembentukan Kampun,
kepada masyari.:rt
masyarakat.

Pasal 2

,rtujuan untuk meningkatkan pelayanan umum
,r:i mempercepat terwujudnya kesejahteraan

Bagi.an.
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Bagian Kedua

Syarat- syarat Pembentukan

Pasal 3

il
I

I

i

l

Pembentukan Karrrpung sebagaimana

syarat-syarat sebagai berikut :

dimaksud Pasal 26 harus 'memenuhi 
:i

.,

rl

, @ Jumlah penduduk ysitu paling sedikit 750 s/d looo jiwa atau 75 sld 2oo

Kepala Keluarga (KK);

b. Luas wilayah dapat terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, perirbangunan dan

, pelayanan serta pembinaan kepada masyarakat;

c. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antarl'

Dusun/ Lindongan; it

Kondisi sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat

beragama (iirn kehidupan bermasyhrakat sesuai dengan adat istiadat

setempat;

Mempunyai ,,tensi . sumber daya alam yang dapat dikelola untuk

kepentingan ,. rs!6.rs"kat dengan memperhatikan sumber daya manusia dan

pelestarian lingkungan; I

f. Batas Kampung .: rt dinyatakan dalam bentuk peta Kampung yang

ditetapkandengar.'aturanDaerah;
g. Sarana dan prasarr -vaitu tersedianya potensi infrastruktur Pemerintahan

Kampung, seperti ".1fl& dan prasarana perhubungan, sosial, pemasaran

,,1nn produksi.

Bagian Ketiga

;anisme Pembentukan KamPung

I

I

'ld.

e.

(1) *{ampung dib*:

uci.rl Kampun*

setempag

Pasal 4

atas prakarsa masyarakat

lat istiadat dan kondisi

d**i1an memPerhatil:an asal

u;ial budaYa masYarakat

'$

(2)'Pembentukan. , . .
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(2) Penggabungan dan Penghapusan Kampung sebagaimana dimaksud pad.a
ayat (1), terlebih dahulu climusyawarahkan oleh masing-masing
Kapitalaung dan MTK dengan masyarakat Kampung yang akan
menggabungkan diri; , ,

(3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan dalam
keputusanbersamaKapital^Y.'gyangbersangkutan;

(4) Keputusan bersama Kapitalaung sebagaimana dimaksud pada ayat
disampaikan oleh salah satu Kapitalaung kepada Bupati melalui Ca.nat;

Hasil penggabungan atau penghapusan Kampung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV

PEMBAGIAN WILAYAI-I KAMPUNG

Pasal 7

t\,

(3)

(s)

'{, I
'rl

'j

(1) Pembagian wilayah Kampung baik karena pembentukan,

pengga.bungan Kampung, dilakukan dalam Rapat Majelis T\:a-tua
yang dihadiri oleh Kapiralaung dan perangkat Kampung;

(2) Pembagian wilayah Kampung sebagaimana dimaksud 
"yr.fmemperhatikan penyebaran penduduk, iangkauan pelayanan

kondisi wilayah, s€rtr r,:iat istiadat;

maupun

K.a.mpung

(1) harus

maupun

(3) Pembagian wilayah l

melalui Peraturan K;,

:npung sebagaimana dimaksud ayat (1) ditctapkan
pung.

Pasal 8

(1) Dalam wilayah Kar:-,,*:ng dapat dibentuk Dusun atau Lindongan yang
merupakan bagian wilayah ker.ja pelaksana Pemerintatrar.r Kampung yang
dipimpin oleh Kepala Dusun ata.u Lindongan;
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(2) Syarat-syarat pembentukan Lindongan :

@ jumlah penduduk paring rendah loo s/d 150 jiwa atau 25 s/d 35Kepala Keluarga (KK); i ,i, ,ib

b' luas wilayah terja-.gkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalamrangka penyelenggaraan pemerintahan, O"*t.rruunan dankemasyarakatan; 
ic' kondisi sosial budaya m?syarakat memungkinkan adanya kenrkunan

hidup, kerukunan beragama, dan menampung perubahan hidup
bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat.

(3) Pembentukan Lindongan ditetapkan dengan peraturan Kampung.

BAB V
BATAS WILAYAH KAMPUNG

Pasal 9

Sebagai tanda pemisah-antar wila yah Kampung yang satu dengan wilayah
Kampung yang lain, rr:retapkan batas wilayah Kampung dengan peraturan
Kampung berdasark', riwayat Kampung dan atas persetujuan bersamadari Kampung yang i,' -ita.rian yanLc; tuangkan daram berita acara;

Batas wilayah sebag:, :rcul& dimak,sud dalam ayat.(1) dapat berupa batasalam maupun batas i jr ,rran.
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Dalam rangka mewujuc
Tim Pelaksana/Teknis pc

Pasal 10

. rertib batas wilayah
'lapan dan penegasan

Kampung, Bupati membentuk
Bata.s Wilayah Kampung.
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BAB VI

KEWENANGAN KAMPUNG'

.ti

::l

.,

(1)

Pasal L 1

I(ewenangan Kcrmpt-lng mencakuP :

a. kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Kampung;

b. kewenangan yang oleh ieraturan Perundang-Undangan yang berlaku

belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah'

Tfrgas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Fropinsi dan atarr

Pemerintah Daerah;

(3) Tugas pembantuan sebagair4ana dimaksud ayat (2) disertai dengan

pembiayaan, Sarana dan prasarana serta sumber daya r,nanusia;

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal lain yar,g belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan

Daerah ini sepa rjang mengenai pela'ksanaannya akan diatur dengan Peraturan

Bupati.

Pasal 13

Dengan berlak ;nya Peratur';rn Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten

Kepulauan Se gihe dan Talauri llrrmor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukaq

Penghapt;'.:1n an Penggabungari i'.,ir:rpung dinyatakan tidak berlaku. I' j
.l

(2t

Pasal 14,
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Pasal 14

I,

,'
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal dirindangkan.:
Agar sgtiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratural
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. I

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, I t\nri.'1. ?Ooq

Diundangkan di Tahuna

pada tanggal, ? /\nr.j.l ?0orl

SEKRETARIS DAERAH KABU ATEN KEPULAUAN SANGIHE,

OCTATTTANUS I(AMUNTUANG MAKAGANSA

LEMBARAN DAERAH I(ABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
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BUPATI KEPULAU SANGIHE,

ULANGI SALINDEHO

TAHUN 2OO8 NOMOR v
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAER AH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR : TAHUN

TENTANG ,,i'i 
,

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN

I. UMUM

:

DAN PENGGABUNGAN KAMPUNG

Dengan dibedakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

, 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun

2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa maka

perlu dijabarkan lebih rinci dalam Peraturan Daerah Kabirpaten Kepulauan

Sangihe tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kampung

agar dapat menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Kampung agar

mampu mengikuti pr; kembangan jaman dalam kehidupan bermasyarakat

, yang oto,:'ltl,m.

II. PASAL DEMI ]',,{SAL

Peraturan Daerah ini terdiri dari VII (tujuh) Bab, 14 (enam belas) Pasal.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a s/d g
Cukup jelas

Pasal 4

Ayat {1)

Cukup jelas
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